BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN MESUJI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

bahwa untuk melaksanakan ketentun Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten
Mesuji;

bahwa untuk melaksanakan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati Mesuji tentang Tata Cara Pelaksanaan
Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan
Kewajiban Pajak Di Kabupaten Mesuji.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;

Peratran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentkan  Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telh diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentkan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mesuji;

Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan
Fungsi  Perangkat  Daerah Kabupaten Mesuji
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi,
Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Mesuji

Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian  Seluruh  Kewenangan  Penerbitan
Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Mesuji Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN MESUJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Pemerintah Daerah adalah Bupati Mesuji sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah Mesuji yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten

1.

Mesuji.



2. Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kotabumi.

3. Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pembantu, selanjutnya disebut KP2KP
adalah Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pembantu Menggala.

4. Pajak Daerah adalah Pajak yang pengenaan dan pengelolaannya
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mesuji berdasarkan Undang Undang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di
wilayah Kabupaten Mesuji.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, selanjutnya disebut
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan
dan pertambangan.

6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya disebut
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

8. Konfirmasi Status Wajib Pajak, selanjutnya disebut KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama KPP Pratama
sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh
keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.

9. Keterangan Status Wajib Pajak, selanjutnya disebut Keterangan Status
WP adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka
pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan
kewajiban perpajakan.

10. Surat Keterangan Lunas, selanjutnya disebut SKL adalah keterangan
atau informasi yang diberikan oleh KPP Pratama yang menyatakan bahwa
wajib pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang
dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang
mensyaratkan kewajiban perpajakan;

11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada masyarakat dengan tata cara dan syarat yang ditentukan
dengan peraturan Pemerintah Daerah.

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya
disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Pasal 2
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman rangka
pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, sebagai syarat atas pelayanan
perizinan tertentu.

Pasal 3
Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :
a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak, sehingga dapat mendorong
peningkatan pendapatan asli daerah ;
b. efektifitas dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib
pajak.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ;
a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
b. Tata cara pelaksanaan KSWP.



(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5
Jenis layanan tertentu yang dilakukan KSWP adalah semua layanan
perizinan berusaha yang pendelegasian kewenangannya diatur dalam
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari
Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.
Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib
pajak dengan status valid
Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat keterangan status wajib
pajak dapat langsung di cetak melalui sistem aplikasi KSWP
Apabila wajib pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP,
maka harus melakukan konfirmasi ke KKP atau KP2KP untuk
mendapatkan surat keterangan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di
Kabupaten Mesuji Wajib Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi
yang dikeluarkan oleh KPP atau KP2KP.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

Pasal 7
Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adala DPMPTSP
Kabupaten Mesuji;
DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum
memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 ayat (1).
Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila Pemohon dapat
menunjukkan Dokumen KSWP.
KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui Sistem
Informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sitem yang disediakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak
Penyediaan aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
4 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 8
Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji dalam
bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakuka
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 24 Juli 2019

Plt. BUPATI MESUJI,
Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 24 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 47



